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PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 100.3.3.2/ 42 /KUM/2026 
TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah 

di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu 
membentuk tim intensifikasi pajak daerah, baik dari 
unsur Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan 

unsur Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan; 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati 
tentang Tim Intensifikasi Pajak Daerah Pemerintah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6409); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah 
bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6736); 
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

nomr 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 

2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Nomor 6) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 

2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Nomor 4); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

 
Mentapkan : 

KESATU : Tim Intensifikasi Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas: 

a. membuat rencana kerja; 
b. melaksanakan rapat koordinasi; 

c. melakukan pemanggilan wajib pajak yang menunggak 
pembayaran pajak; 

d. memfasilitasi perdamaian (mediasi); 

e. melakukan penagihan atas tunggakan pajak; 
f. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan 

g. membuat laporan atas pelaksanaan kegiatan. 
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
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KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung 

pada tanggal 20 Januari 2026 sampai dengan tanggal 19 
Januari 2028. 

 
Ditetapkan di Kandangan 

pada tanggal 20 Januari 2026 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,  

 
ttd. 

 
SYAFRUDIN NOOR 

 



 

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 100.3.3.2/ 42 /KUM/2026 

TENTANG 
TIM INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI 

SELATAN 
 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

 

NO. JABATAN DALAM INSTANSI 
JABATAN 

DALAM TIM 
HONORARIUM 

1. Bupati Hulu Sungai Selatan Pengarah Rp1.500.000,00 

2. 
Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai 

Selatan 

Penanggung 

jawab 
Rp1.250.000,00 

3. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 

Dan Pendapatan  Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan 

Ketua - 

4. 

Kepala Bidang Penagihan Dan 
Pengawasan Badan Pengelolaan 

Keuangan Dan Pendapatan  Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Sekretaris - 

5. 

Kepala Sub Bidang Penagihan Dan 

Penindakan Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Pendapatan  Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Anggota - 

6. 

Kepala Sub Bidang Pengawasan Dan 

Pemeriksaan Badan Pengelolaan 
Keuangan Dan Pendapatan  Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Anggota - 

7. Jaksa Pengacara Negara Anggota Rp750.000,00 

8. Jaksa Pengacara Negara Anggota Rp750.000,00 

9. Jaksa Pengacara Negara Anggota Rp750.000,00 

 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
ttd. 

 
SYAFRUDIN NOOR 

 


